
BUPATIENREKANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 

NOMOR 4 £ 'laKUN 'lo \ T 

TENT ANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG 

BUPATI ENREKANG, 

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi yang 
berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan 
informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Enrekang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Enrekang; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lebaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
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BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal30 

PLID yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan 

ditetapkannya yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Enrekang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Enrekang, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 32 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Enrekang. 

" Paraf Koa.ii-clinasi 

SKPOl�r .:..,:,1 f Paraf/Tgl 

1 SKPD ··c'.,'. ,· - --� 
. l , .• ------ --! 

2. KAl:IAC, TE�.J..fflt·��·�f 3. KABAG HU.-.Ur., . .t.r.: _ i 
·�.:-..- ,.,Q-."Jt _., .. • • 

Ditetapkan di Enrekan 

I I Pada tanggal Jl ��'1\'pi, '2o n- 
N BUPA ENREKANG, f' ,..--- 

Diundangkan di Enrekang 

pada tanggal � � t 'Z-() 11- 
KREJ:.�fS DAERAH KABUPATEN ENREKANG , 

� -- CHAERUL LATANRO 

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR i\6 
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LAMPIRAN I 
PERATURANBUPATIENREKANG 
NO MOR 
TENT ANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN 
PELAYANANINFORMASIDAN 
DOKUMENTASI PEMERINTAH 
KABUPATEN ENREKANG 

STRUKTUR ORGANISASI PLID KABUPATEN 

A 
LIMIN_B_A_N_D_O __ __,. 

�M 

Pembina 

I 

Pengarah Tim Pertimbangan 

I 

PPID Utama 

PPID Pembantu 

I 
Bi dang Bi dang Bidang Bidang 

Pendukung Pengelolahan Pelayanan Fasilitasi Data dan Informasi Sekretariat Klasifikasi dan Sengketa 
PLID Informasi Dokumentasi Informasi 

Pejabat Fungsional 

- .... -· �----..-.� �, ..... i, 
� 

BUPATI NREKANG,I 
� = . 

t·" r :� �J:'iaS 4 
�� ... ·,··· .. ' T• •. ','°';,ml��--1�:r,."'°""''1 





















Pelaksana Pendukune: 

N� Kegiatan PPID PPID Ataaan Kelengkapan Waktu Output Keterangan 
Pembantu Utama PPID 

dokunentasi van" dikecualikan 
4. Menetapkan DIDP secara resrni dan Mengadakan rapat bersama Setelah DIDP terkumpul Surat keputusan D!DP Setelah DIDP 

mengumurnkan kepada masyarakat dengan PPID dengan PPID dari PPID Pembantu yang ditandatangani oleh ditetapkan, jika 
pembantu untuk Atasan PPID ada tambahan 
menetapkan DIP inforrnasi baru, 

dibuatkan SK 
··-··,1, 

5. Mengunggah DIDP ke website resmi Website dan sarana Setelah DIDP ditetapkan Adanya konten DIDP di 
Pemerintah Kabupaten Enrekang informasi lainnya yang oleh A tasan PPID website Kemendagri dan 
melalui sarana informasi lainnya. dimiliki oleh komponen dan Pernerintah Daerah 

Pemerintah daerah 



C) 
I 

- -- . ., 
l 
! 











































! '-· K/18.\G 
3. KADAG HCi'\JM 

Pelaksana Pendukune: 
Pemohon Bagian PPID atau 

No Kegiatan Informaai registrasi PPID Kelengkapan Waktu Output Keterangan 
Pembantu 

5. Upaya penyelesaian sengketa 
infonnasi pu blik diajukan kepada 
Komisi Infonnasi provinsi.kornisi -- infonnasi Kabupaten/kota sesuai 
dengan kewenangannya apabila 
tanggapan atasan PPID dalam 
proses keberatan tidak memuas 
kan pemohon informasi • J 

f.....,...__,. ___ .......... _ ); BUPATf 
ENREKANG, I i'ar.:: · ·.>'..":>,,...,·,..ii na si 

. -Tl;;"af/Tgl SKP01• 
� V, �<tL 1 sxro ·, .R·U-.: 1 ,. MiALIMIN 

BANDO - • TE:!. iAi'i 

( 





LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI ENREKANG 
NOMOR 
TENT ANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

Informasi 

Pejabat/Unit/ Penanggungja Waktu dan Wajib Wajib Wajib 
Jangka 

wab Bentuk Informa Waktu 
No Jenis lnformasi Ringkasan I si SatkerYang Pembuatan tern pat lnformasi Diumum Diumum Diumu si Yang a tau 

Informasi Menguasai ata Penerbit Pembuatan Publik kan kan mkan Dikecu Retensi 
Informasi lnformasi lnformasi Secara Serta Setiap alikan Arsif 

Berkala Merta Saat 

\v BUPATI ENREKANG,� -: . 
Paraf Ko�clinasi 

SKPD/1( abag 

1. SKPD T.::RltAI j 
2. 1:AIJA<, TERKAIT 
3. KA6AG HUKUM 

{ 




